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PUTUSAN

Nomor 1613/Pdt.G/2022/PA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Agustin  Ester,  SE  binti  Tasraf,  tempat  dan  tanggal  lahir  Kota  Baru,  17

Agustus  1975,  agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus

Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman

di  Jalan  Elang  Gang  Arahmat,  RT  107,  No.  01,

Kelurahan  Sungai  Pinang  Dalam,  Kecamatan  Sungai

Pinang,  Kota  Samarinda.  dalam  hal  ini  memberikan

kuasa kepada Muhamad Nafis Qurthubi, S.H.I, Advokat

yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 14,

Kelurahan  Temindung  Permai,  Kecamatan  Sungai

Pinang,  Kota  Samarinda,  Provinsi  Kalimantan  Timur

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September

2022 sebagai  Penggugat,   

melawan

Ir.  Darul  Aksa,  Mp bin  H.  Aminuddin,  tempat  dan tanggal  lahir  Sinjai,  14

Agustus  1964,  agama  Islam,  pekerjaan  Dosen,

Pendidikan Strata II,  tempat kediaman di  Jalan Elang

Gang  Arahmat,  RT.  107,  No.  01,  Kelurahan  Sungai

Pinang  Dalam,  Kecamatan  Sungai  Pinang,  Kota

Samarinda. sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat   dan Tergugat   serta para saksi di

muka sidang; 
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 September 2022

telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama, dengan Nomor 1613/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 15 September 2022,

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal

pada  tanggal  27  Maret  1994,  dan  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Samarinda  Ulu,  Kota  Samarinda

sebagaimana  tercatat  dalam Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  16/16/IV/1994,

namun  pada  tahun  2008  Penggugat dan  Tergugat  telah  resmi  bercerai,

kemudian Penggugat dan Tergugat kembali  menikah lagi pada tanggal 14

Juni 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Samarinda Ulu,  Kota  Samarinda sebagaimana tercatat  dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor : 738/97/VI/2008, tanggal 19 Juni 2008; 

 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di tempat kediaman bersama di jalan Elang Gang Arahmat, RT. 107,

No. 01, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota

Samarinda selama 14 tahun sampai sekarang; 

 3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:

   a.  Aswin Ramadhani, lahir di Samarinda, tanggal 20 Februari 1995 

   b.  Naufal Atiq Wahzari, lahir di Samarinda, tanggal 30 Agustus 2005 

   c.  Qanita Muthiah Reasati, lahir di Samarinda, tanggal 18 Maret 2013 

          dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan

Tergugat; 

 4. Bahwa sejak bulan September tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

 5.  Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  dikarenakan

Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut

awalnya  Penggugat  ketahui  dari  perubahan  dan  sikap  perilaku  Tergugat,

kemudian Penggugat  mengikuti  dan mengintai  Tergugat  kemana Tergugat
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pergi  selama  berhari-hari  dan  Tergugat  mengatakan  kepada  Penggugat

bahwa Tergugat  sedang pergi  bekerja,  namun Penggugat  beserta  teman-

teman  Penggugat  menggerebek  atau  menemukan  Tergugat  sedang

berduaan dengan wanita lain di dalam kamar di sebuah guest house. Akibat

dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, akhirnya menimbulkan perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat pun

kembali  mengajukan  perkara  perceraian  ini  untuk  yang  kedua  kali  di

Pengadilan Agama Samarinda; 

 6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang

Penggugat  berikan,  sehingga  sudah  tidak  ada  lagi  keinginan  Penggugat

untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan karena hal itu pula

sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah

berakhir; 

 7.  Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2022, yang akibatnya

Penggugat  dengan  Tergugat  berpisah  ranjang  dan  sejak  saat  itu  antara

Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya

pasangan suami istri yang sah; 

 8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan

tidak  sanggup lagi  melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat,

oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama

Samarinda; 

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut,  Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan  Agama  Samarinda,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

PRIMER 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra yang kedua Tergugat, (Ir. Darul Aksa,

MP  bin  H.  Aminuddin) terhadap  Penggugat,  (Agustin  Ester,  SE  binti

Tasraf);  

3.  Membebankan kepada Penggugat  untuk membayar semua biaya perkara

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;   
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SUBSIDER

    Atau  apabila  Pengadilan  Agama  Samarinda  berpendapat  lain,  mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

dan  Tergugat  telah  hadir,  dan  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menempuh  proses  mediasi

dengan  Mediator  Bersertifikat  Kamsinah,  SH.,  MH.,sebagaimana  laporan

mediator  tanggal  4  Oktober  2022,   akan  tetapi  dalam  pokok  perkara  tidak

berhasil;

Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  dalam  proses  mediasi

tanggal 4 Oktober 2022 telah menanda tangani kesepakatan bersama dalam

hal pemeliharaan dan nafkah anak, nafkah iddah dan mut’ah serta dalam hal

harta bersama yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa ketiga anak, hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama

Aswin Ramadhani, lahir di Samarinda, tanggal 20 Februari 1995, Naufal Atiq

Wahzari, lahir di Samarinda, tanggal 30 Agustus 2005 dan  Qanita Muthiah

Reasati, lahir di Samarinda, tanggal 18 Maret 2013, hak asuhnya diberikan

kepada  Penggugat  dengan  memberikan  akses  kepada  Tergugat  untuk

bertemu dengan ketiga anak tersebut;

2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah ketiga anak tersebut melalui

Penggugat sebesar Rp. 30. 000. 000 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya

sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri;

3.  Bahwa Tergugat  bersedia  memberikan kepada Penggugat  berupa nafkah

iddah sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah);

4.  Bahwa  harta  bersama  diberikan  kepada  Penggugat  dan  anak-anak

sebagaimana pernyataan yang dibuat di hadapan notaris Linda Kenari SH.,

MH., tanggal 4 April 2009;

Bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara

tertulis  pada pokoknya sebagai berikut:
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-  Bahwa  Tergugat  menyatakan  permohonan  maaf  atas  kesalahan  terhadap

Penggugat;

- Bahwa Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Pengugat; 

Bahwa  terhadap  jawaban  Tergugat  tersebut,  Penggugat  tidak

mengajukan replik:

 Bahwa  terhadap  replik  Penggugat  tersebut,  Tergugat  juga  tidak

mengajukan duplik lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan

bukti  berupa:

A.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

1. Fotokopi   Kutipan   Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Samarinda Ulu, Kota Samarinda,  Nomor  738/97/VI/2008,

tanggal  19 Juni  2008,  bermeterai  cukup  dan  telah  sesuai  dengan

aslinya, selanjutnya diberi kode P1;

2. Asli  Surat  Izin  Perceraian  dari  Universitas  Mulawarman Nomor

6802/UIN17/KP/2022 tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya diberi kode

P2;

B.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

1. Wita Ramaliana SE binti H. Kasim Alwi, umur 52 tahun, agama

Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,  tempat  kediaman  di  Jalan  Pangeran

Antasari  2  RT.25  No.7  Kelurahan  Teluk  Lerong  Ilir,  Kecamatan

Samarinda  Ulu,  Kota  Samarinda  di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut:  

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  sebagai  teman

Penggugat;

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  lama  menikah  dan

hidup  berumah tangga   dalam keadaan  rukun,  dan  dikaruniai  3

(tiga) orang  anak;
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 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

mulanya  rukun  dan  harmonis,  dan  akhir-akhir  ini   sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  Tergugat

menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

 Bahwa sejak  bulan September 2022 yang lalu antara Penggugat

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

 Bahwa pihak keluarga telah  berusaha merukunkan  Penggugat

dan Tergugat,  tetapi tidak berhasil;

2. Mayang  Ayu  Melindayanty  binti  Jacob  Thoyib,  umur  30  tahun,

agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Cendana

Gang  5A  RT.018  Kelurahan  Teluk  Lerong  Ulu,  Kecamatan  Sungai

Kunjang, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:  

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  sebagai  teman

Penggugat;

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  lama  menikah  dan

hidup  berumah tangga   dalam keadaan  rukun,  dan  dikaruniai  3

(tiga) orang  anak;

 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

mulanya  rukun  dan  harmonis,  dan  akhir-akhir  ini   sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  Tergugat

menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

 Bahwa sejak  bulan September 2022 yang lalu antara Penggugat

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

 Bahwa pihak keluarga telah  berusaha merukunkan  Penggugat

dan Tergugat,  tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat  menyatakan tidak mengajukan saksi  keluarganya di

persidangan, dan mencukupkan keterangan dari orang dekat Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap

pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;
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Bahwa  Tergugat  menyatakan  kesimpulan  sebagaimana  dalam berita

acara persidangan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat  telah memberikan kuasa kepada advokat

dan  ternyata  advokat  tersebut  telah  melampirkan  Kartu  Tanda  Pengenal

Advokat  (KTPA)  yang  masih  berlaku  dan  Berita  Acara  Sumpah  Advokat

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2003 tentang Advokat  dan Surat  Ketua Mahkamah Agung Nomor

07/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA Baru maka Kuasa Penggugat

memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua

belah  pihak  berperkara  agar  rukun  kembali  untuk  membina  rumah  tangga,

tetapi  tidak  berhasil.  Kemudian  untuk  mengoptimalkan  upaya  perdamaian,

Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti

proses  mediasi,  namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil,  dengan

demikian maka telah terpenuhi Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

(Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tetang Prosedur Mediasi di

Pengadilan.

Menimbang,  bahwa  dalam  proses  mediasi  antara  Penggugat  dan

Tergugat tidak berhasil  dalam pokok perkara, tetapi  dalam hal  pemeliharaan

dan  nafkah  anak,  nafkah  iddah  dan  harta  bersama,  antara  Penggugat  dan

Tergugat telah menanda tangani kesepakatan yaitu sebagai berikut;
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1. Bahwa ketiga anak, hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama

Aswin Ramadhani, lahir di Samarinda, tanggal 20 Februari 1995, Naufal Atiq

Wahzari, lahir di Samarinda, tanggal 30 Agustus 2005 dan  Qanita Muthiah

Reasati, lahir di Samarinda, tanggal 18 Maret 2013, hak asuhnya diberikan

kepada  Penggugat  dengan  memberikan  akses  kepada  Tergugat  untuk

bertemu dengan ketiga anak tersebut;

2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah ketiga anak tersebut melalui

Penggugat sebesar Rp. 30. 000. 000 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya

sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri;

3.  Bahwa Tergugat  bersedia  memberikan kepada Penggugat  berupa nafkah

iddah sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah);

4.  Bahwa  harta  bersama  diberikan  kepada  Penggugat  dan  anak-anak

sebagaimana pernyataan yang dibuat di hadapan notaris Linda Kenari SH.,

MH., tanggal 4 April 2009;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  upaya  perdamaian  dalam  pokok

perkara  tidak berhasil,  maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup

untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu

bain  sughra  Tergugat  terhadap  Penggugat,  dengan  mengemukakan  alasan

bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri,  pada  awalnya

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun dalam

perjalanan  rumah  tangga  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

disebabkan  dan  berpisah  tempat  tinggal  sejak  bulan  September  2022.

Perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan

Tergugat diketahui oleh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan wanita

lain. Selama  Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada komunikasi

apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang,  bahwa  dalam  jawabannya  secara  tertulis,  Tergugat

mengakui  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan
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Tergugat  dan  sejak  bulan  September  2022  telah  berpisah  tempat  tinggal.

Tergugat  juga  menyampaikan  permohonan  maaf  kepada  Penggugat  atas

kekeliruannya

          Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, antara Penggugat dengan

Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam

perkara ini  adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi  dalam

rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat   sudah  sedemikian  parah  sehingga

Penggugat  dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

          Menimbang, bahwa meskipun dali-dalil gugatan Penggugat diakui oleh

Tergugat, namun oleh karena perkara perceraian dengan alasan perselisihan

dan  pertengkaran,  maka  sesuai  dengan  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989, majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang,  bahwa  untuk   menguatkan  dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan bukti tertulis P1 sampai dengan P2  dan dua orang saksi bernama

Wita Ramaliana SE binti  H. Kasim Alwi dan  Mayang Ayu Melindayanty binti

Jacob Thoyib;

Menimbang,  bahwa  surat-surat  bukti  yang  diajukan  oleh  Penggugat

berupa   P.1,  sampai  dengan  P2,   telah  diberi  meterai  cukup  dan  telah

dicocokkan  dengan  aslinya,  ternyata  sesuai  dengan  aslinya,  serta  telah  di-

nazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang

No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai  jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut

harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut

telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa bukti  P1 adalah adalah fotocopy akta nikah yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai  cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat

bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang

sempurna  mengikat  dan  menentukan  dengan  demikian  Penggugat  dan

Tergugat   terbukti  menikah   pada  tanggal  14  Juni  2008 di  Kecamatan
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Samarinda Ulu, Kota Samarinda dan sebagai suami istri yang sah sampai saat

ini.   

      Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Surat Izin dari atasan

Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen pada Universitas Mulawarman

Samarinda),  maka  Tergugat  telah  mendapatkan  surat  izin/keterangan  dari

atasannya  untuk  melakukan  perceraian,  sehingga  Tergugat  telah  memenuhi

ketentuan Pasal  3  Peraturan Pemerintah  Nomor  10 Tahun 1983 jo  Pasal  3

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

        Menimbang, bahwa Penggugat juga mendatangkan 2 orang saksi masing-

masing  bernama  Wita  Ramaliana  SE binti  H.  Kasim Alwi dan  Mayang Ayu

Melindayanty binti Jacob Thoyib. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan

keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai

berikut:

  Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  istri  yang  telah  lama

menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;  

  Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita

lain;

  Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal  sejak bulan September 2022

dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;  

         Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi

Penggugat  didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung

saksi  dan  keterangannya  saling  terkait  satu  dengan  yang  lain,  kedua  saksi

adalah  keluarga  dekat  Penggugat,  maka  berdasarkan  Pasal  76  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat

dipandang  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materiil  kesaksian,  maka

keterangan  saksi  tersebut  merupakan  alat  bukti  yang  mempunyai  nilai

pembuktian;

          Menimbang, bahwa Tergugat tidak  menghadirkan saksi/orang dekatnya

di persidangan dan menyatakan mencukupkan dengan saksi/orang dekat dari

Penggugat;
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            Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan hal-hal

yang diakui  atau  yang tidak dibantah Tergugat,  maka telah ditemukan fakta

hukum sebagai berikut:

  Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  sah yang menikah di

Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda tanggal  14 Juli 2008 dan dari

perkawinan itu dikaruniai 3 (tiga) anak bernama Aswin Ramadhani,  Naufal

Atiq Wahzari dan Qanita Muthiah Reasati;

  Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sering  timbul

perselisihan  dan  pertengkaran  dan  puncaknya  pada  bulan  September

2022, yang menyebabkan terjadinya tempat tinggal sampai saat ini;

  Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan

Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita

lain;

  Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal  telah diupayakan oleh

pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi upaya

tersebut tidak berhasil;

         Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar

dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka majelis

akan mempertimbangkan sebagai berikut;

           Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  tentang  perkawinan  menentukan  bahwa  untuk  melakukan  suatu

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup

rukun sebagai  suami  istri  dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak.  Selanjutnya dalam Pasal  19  huruf  (f)  PP

Nomor  9  Tahun  1975  jo  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam

menegaskan  salah  satu  alasan  perceraian  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi

untuk kembali rukun;

           Menimbang,  bahwa dari  ketentuan pasal-pasal  tersebut  terdapat

beberapa  unsur  yang  harus  dipenuhi  untuk  terjadinya  perceraian  yaitu;

Pertama adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang

terus    menerus.  Kedua, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami
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istri sudah tidak ada harapan untk rukun kembali. dan Ketiga, pengadilan telah

berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil; 

            Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu

persatu  dengan  mengaitkan  fakta-fakta  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat  sehingga antara Pengugat dan Tergugat dipandang

telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

            Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat

dan diakui Tergugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat

menjalin  hubungan  asmara  dengan  wanita  lain.  Dengan  demikian  unsur

pertama telah terpenuhi;

            Menimbang,  bahwa selanjutnya terbukti  pula  bahwa akibat  dari

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  antara  Penggugat  dan  Tergugat

telah  terjadi  pisah  tempat  tinggal  sejak  bulan  September  2022  dan   telah

diupayakan oleh  keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi

upaya  tersebut  tidak  berhasil,  dengan  demikian  unsur  kedua  juga  telah

terpenuhi; 

            Menimbang, bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya mendamaikan

Penggugat  dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan

sesuai  ketentuan   Pasal  31  PP  No.  I  Tahun  1975,  bahkan  Majelis  telah

mengoptimalkan  upaya  damai  melalui  mediasi  sesuai  PERMA No.  1  Tahun

2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga

juga telah terpenuhi;

   Menimbang, bahwa mengenai siapa yang penyebabkan perselisihan

dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam

hal  ini  Majelis  juga sependapat  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah Agung RI

Nomor  38  K/AG/1990  tanggal  5  Oktober  1991  yang  mengandung  abstraksi

hukum bahwa tidak perlu lagi  mempertimbangkan siapa yang menyebabkan

timbulnya  perselisihan  tersebut,  melainkan  ditekankan  pada  keadaan  itu

sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah

yakin pecahnya hati  kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan
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pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

          Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik

suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah

(broken  marriage)  dipandang  telah  memenuhi  unsur-unsur  terjadinya

perceraian  sebagaimana  ditetapkan  oleh  peraturan  perundangan  seperti

tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Terggat  patut

untuk dikabulkan;

          Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat

telah  sejalan  dan  tidak  bertentangan  dengan  dalil  fiqhiyah  dalam  Kitab  Fiqh

Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim

sebagai berikut :

اذا ادعت الزوجة اضرارالزوج بها بما لايستطاع معه دوام العشششرة بين

امثلهما ايجوز لها ان تطلب من القاضى التفرايق وحينئذ ايطلقها القاضى

طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila  seorang  isteri  mengugat  suaminya  telah  memberikan

kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi

untuk  bergaul  antara  keduanya,  maka  boleh  bagi  isteri  untuk

memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu

hakim  menceraikannya  dengan  thalak  bain  jika  terbukti

kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

          Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat

mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah

sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya  Majelis Hakim

sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

  Menimbang,  bahwa  perceraian  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan

Agama Samarinda adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
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dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

              Menimbang,  bahwa oleh  karena pada saat  dimediasi  antara

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam hal pemeliharaan

dan nafkah anak, nafkah iddah dan harta bersama, maka kepada Penggugat

dan Tergugat dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;

    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  masuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ir. Darul Aksa, MP bin H.

Aminuddin) terhadap Penggugat, (Agustin Ester, SE binti Tasraf);  

3. Menetapkan anak bernama Aswin Ramadhani, lahir di Samarinda,

tanggal 20 Februari 1995, Naufal Atiq Wahzari, lahir di Samarinda, tanggal

30 Agustus 2005 dan Qanita Muthiah Reasati, lahir di Samarinda, tanggal

18 Maret 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan memberikan

akses kepada Tergugat untuk bertemu ketiga anak tersebut;

4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  nafkah  kedua  anak

tersebut melalui Penggugat sebesar Rp. 30. 000. 000 (sepuluh juta rupiah)

setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  kepada  Penggugat

Nafkah iddah sebesar Rp. 15. 000. 000  (lima belas juta rupiah);

6. Menghukum  Tergugat  untuk  menyerahkan  harta  bersama  kepada

Penggugat dan anak-anaknya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan

bersama tanggal 4 Oktober 2022;

7. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp

195. 000,00  (seratus sembilan  puluh lima ribu rupiah).
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           Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama  Samarinda  pada  hari  Selasa  tanggal  25  Oktober  2022  Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  29  Rabiulawal  1444  Hijriah  oleh  Drs.  H.

Taufikurrahman,  M.Ag. sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.  H.  Ibrohim,  M.H.,,dan

Rusdiana,  S.  Ag.,  M.H,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga,  hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022

Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1444 Hijriah  dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

dan  didampingi  oleh  Mahriani,  S.Ag sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan

dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

 

Hakim Anggota,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Rusdiana, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag
Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran Rp             30.000,00
   2.  Proses Rp             50.000,00
  3. 

4
 Panggilan 
 Biaya PNPB

Rp             75.000,00
Rp             20.000.00

  5.  Redaksi Rp             10.000,00
  6.  Meterai Rp             10.000,00

    Jumlah Rp           195.000,00
    (seratus sembilan  puluh lima ribu rupiah ) 
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